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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 





Nama Huruf Latin Nama 




ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
 x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda  ( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 





Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥah dan alif atau 
yā̓̓ 




ي Kasrah dan yā ī i dan garis di 
atas 





ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 




5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يلع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
يبرع : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 xiv 
 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta’murūna 
عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
 xv 
 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مههللا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 xvi 
 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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 Tujuan penelitian ini ialah unuk: 1) untuk mengetahui apa yang 
dimaksud dengan kleptomania, 2) untuk memberikan penjelasan secara 
komperhensif mengenai pandangan hukum Islam terhadap pencurian yang 
dilakukan oleh kleptomania, 3) untuk mengetahui bagaimana pandangan 
hukum positif terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania. 
 Dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, penulis 
menggunakan pendekatan syar’i dan yuridis. Penelitian ini tergolong kedalam 
library research yaitu data pustaka yang diambil dari buku-buku dan literatur 
tertulis lainnya, kemudian data tersebut dikutip dan dianalisis lalu menarik 
sebuah kesimpulan (hasil). 
 Setelah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kleptomania, 
ditemukan bahwa kleptomania merupakan gangguan yang sulit untuk 
menahan dorongan mencuri. Kleptomania masuk dalam psikoneurosis yang 
gangguan kepribadian dengan taraf ringan, berbeda dengan psikosis yang 
gangguan kepribadiannya menyeluruh. 
 Pencurian yang dilakukan oleh kleptomania tidak diberikan hukum 
potong tangan karena kleptomania merupakan sebuah gangguan, sanksi yang 
diberikan ialah hukum kawalan tidak terbatas. Sementara dalam hukum positif 
diberikan sanksi sesuai dengan pasal 362 KUHP. 
  Implikasi dari penelitian ini yaitu 1)perlunya perhatian lebih 
terhadappenderita kleptomania terkhusus pada keluarga, mengingat salah satu 
penyebab kleptomania ialah kurang mendapatkan perhatian, 2) hukum positif 
perlu membahas mengenai kleptomania, 3) hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang 










A. Latar Belakang Masalah 
Seperti yang diketahui bahwa manusia terikat oleh aturan yang 
diformulasikan menjadi hukum baik yang lahir dari agama maupun yang lahir dari 
lingkungan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terhindar dari perbuatan 
yang merugikan pihak lain dalam hidup bermasyarakat. Lawrence Friedman 
memberikan pengertian hukum yaitulaw is a set of rules imposed and entorsed by 
society with regard to the attribution and exercise of power over persons and 
things (hukum ialah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh 
suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas 
setiap manusia dan barang).1 
Aturan yang ditaati oleh masyarakat Indonesia tidak hanya berasal dari 
negara, masyarakat Indonesia mayoritas memeluk dan meyakini satu agama serta 
mentaati aturan agama yang diyakininya, setiap agama mempunyai aturan yang 
berbeda-beda, dalam agama Islam misalnya dikenal dengan hukum Islam, hukum 
Islam ialah hukum yang lahir dari agama yang merupakan ketetapan Allah dan 
ketentuan Rasul Nya2 yang bersumber pada Alquran, hadis, ijma (kesepakatan) 
para ulama dan ijtihad.3 Terjadi perbedaan pendapat dikalangan cendikiawan 
dalam memberikan gambaran tentang sumber hukum Islam. Di Indonesia hukum 
                                                          
1Achmad Musyahid Idrus,  Perkembangan Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam, 
(Makassar: Alauddin University Press,  2013),  h. 1. 
2Mohammad Daud Ali,  Hukum Islam, Edisi 6 (Cet X; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada,  2002),  h. 45. 
3Menurut Kevin O’ Donnell ijtihad  berarti berusaha sekuat tenaga untuk memahami 
situasi dan ide baru yang mungkin dibutuhkan. Hal ini menyangkut cara berpikir dan menafsirkan 
yang lebih terbuka. Lihat, Kevin O’ Donnell,  Sejarah Ide-Ide, (Yogyakarta: Penerbit Kanisisus,  




yang digunakan ialah hukum positif (ius constitutum) yang bersumber pada 
undang-undang sebagai hukum tertulis, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, 
yurisprudensi, traktat dan doktrin.4 
Dewasa ini ada berbagai macam permasalahan sosial yang terjadi dan 
setiap permasalahan sosial yang  terjadi tidak semua diatur di dalam hukum Islam 
dan hukum positif di Indonesia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (rahmat 
bagi seluruh alam) yang mempunyai sifat elasitis atau fleksibel artinya dapat 
mengikuti perkembangan zaman harus mampu memberikan jawaban atas setiap 
permasalahan sosial yang sifatnya kontemporer dengan menggunakan sumber 
hukum Islam serta metode-metode yang ada. Di dalam hukum positif sebagai 
hukum yang berlaku di Indonesia, ketika suatu perbuatan belum ada aturannya 
maka disebut dengan asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) yang 
berbunyi: 
“suatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan 
peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.”5  
Dalam istinbath (pengambilan keputusan) hukum, selain  menggunakan 
sumber hukum juga menggunakan kaidah fikih dan kaidah ushul fikih untuk 
mempermudah dalam melakukan istinbath hukum. Setiap penetapan dilakukan 
dengan sangat hati-hati dan selalu memperhatikan dampak kemaslahatan dan 
kemudaratannya seperti contoh pencurian yang terjadi pada masa pemerintahan 
Umar Bin Khattab, pada masa pemerintahan Umar, ada seseorang yang 
mengambil makanan tanpa izin dari pemilik dan orang tersebut dikategorikan 
sebagai pencuri, tapi Umar pada saat itu tidak langsung menghakimi dengan 
potong tangan akan tetapi mencari tahu alasan mengapa orang tersebut mencuri, 
                                                          
4Ridwan Halim,  Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, (Cet. II; Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1988),  h. 46. 




setelah mencari tahu akhirnya Umar melakukan ijtihad dan menetapkan bahwa 
pelaku pencurian itu tidak dapat dijatuhkan hukuman dengan alasan orang 
tersebut mencuri karena kelaparan, sebab pada saat itu terjadi paceklik yang 
menyebabkan kekeringan dan sulit mendapatkan sumber makanan, minuman dan 
hasil bumi lainnya.  
Pencuri ialah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain 
secara diam-diam untuk dimiliki.6 Sementara pencurian merupakan prosesnya 
atau perbuatannya. Pencurian merupakan salah satu perbuatan yang tidak 
dibenarkan di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pencurian 
perbuatan  dengan mengambil harta atau hak orang lain dengan cara sembunyi-
sembunyi tanpa adanya izin dari pemilik. Baik di dalam hukum Islam maupun 
hukum positif tidak membenarkan perbuatan mencuri, mencuri merupakan salah 
satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah swt. dan diperintahkan untuk 
meninggalkannya.  Sesuai pada firman Allah swt. QS. Al Baqarah/2:188 
                        
                     
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil (tidak 
halal) dan kamu bawa perkaranya pada hakim supaya kamu dapat memakan 
sebagianj dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu 
mengetahui.”7 
Sanksi bagi pelaku pencurian di dalam hukum Islam salah satunya diatur 
dalam Alquran yaitu hukum potong tangan sesuai firman Allah QS. Al 
Maidah/5:38 
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                          
           
 
Terjemahnya: 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”8 
Kemudian dalam hukum positif sanksi terhadap pelaku pencurian diatur dalam 
pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: 
“Barang siapa  yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun penjara dengan denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”9 
Dan lebih lengkapnya dibahas pada bab XXII KUHP. 
Hukum Islam sangat menjun-jung tinggi rasa keadilan. Akan tetapi tidak 
semua masyarakat mengerti dan faham betul tentang penjatuhan hukuman dalam 
Islam. Masyarakat umum hanya memahami secara tekstual tidak memahami 
secara kontekstual padahal dalam Islam segala sesuatunya dilihat tidak hanya 
secara teks, tapi juga dilihat secara konteks. 
Berdasarkan beberapa kasus pencurian yang  terjadi, ada  sebuah  tindakan 
mengambil barang orang  lain secara sembunyi-sembunyi yang berbeda dengan 
tindakan pencurian biasa. Terkait dengan pencurian, seiring berkembangnya 
zaman muncul istilah kleptomania yang dapat diartikan sebagai kegilaan mencuri. 
Kleptomania merupakan dorongan hati untuk mencuri milik harta orang lain demi 
kepuasan hatinya, tentang mencuri itu bukan hasil yang di curi.10 Tindakan 
pencurian tersebut terjadi karena pelakunya memiliki suatu gangguan kendali 
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impuls gangguan  itu  disebut  kleptomania. Dari pengertiannya dapat peneliti 
pahami bahwa kleptomania perbuatan mengambil barang orang lain yang 
dilakukan karena dorongan dari dalam diri. Kleptomania ialah dengan suatu 
impuls  obsesif  atau  kompulsi  untuk mencuri. Kleptomania  diartikan  sebagai  
sebuah gangguan yang menonaktifkan  impuls kontrol,  dicirikan  oleh  pencurian 
berulang-ulang  dan  tidak  terkendali terhadap  benda-  benda  yang  jarang 
digunakan oleh orang yang menderitanya.11 Di Indonesia kasus kleptomania 
sudah tidak asing lagi, namun tetap ada beberapa orang yang masih belum tahu 
atau belum sadar dengan keberadaan kleptomania. 
Ciri penting dari  kleptomania ialah kegagalan  berulangkali  dalam  
menahan impuls  untuk  mencuri  benda-benda  yang tidak diperlukan untuk 
pemakaian pribadi atau  arti  ekonomi.12 
Kleptomania berbeda dengan pencurian, kleptomania terkadang 
mengambil barang yang tidak memiliki nilai eknomi dan barang yang ia tidak 
perlukan, sementara pencurian pelaku mengambil barang yang mempunyai nilai 
tinggi dan tentunya yang ia perlukan dapat digunakan dan dapat dijual. Seorang 
dengan kleptomania memiliki ciri penting, yaitu kegagalan rekuen untuk menahan 
impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan, untuk pemakaian 
pribadi, atau yang memiliki arti ekonomi.13 
Walaupun terdapat sedikit perbedaan antara kleptomania dengan pencurian 
namun kleptomania menimbulkan dampak yang sama-sama merugikan pihak lain, 
selain itu juga mengandung unsur pencurian yakni mengambil barang bukan 
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12Bangkit Ary Prabowo, “Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan 
Kleptomania”, h. 164. 
13Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A. Grebb, Sinopsis Psikiatri Ilmu 




milik. Di dalam hukum Islam dan hukum positif tidak ada ditemukan pembahasan 
yang membahas tentang kleptomania, sehubungan dengan itu bagaimana 
menetapkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kleptomania. 
Sehingga membuat peneliti perlu melakukan penelitian yang diberi judul tinjauan 
hukum terhadap tindakan pencurian yang dilakukan oleh kleptomania berdasarkan 
hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.  
Apabila tidak ada diatur dalam Alquran dan tidak ada penjelasan pada 
hadis maka dilakukan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama untuk mencapai 
kesepakatan bersama dan melakukan ijtihad dengan merujuk pada metode-metode 
hukum Islam serta kaidah fikih. Dalam penetapan hukuman yang diterapkan 
dalam hukum Islam selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab serta 
kondisi pada saat kejadian, selain menjunjung tinggi rasa keadilan, hukum Islam 
juga memperhatikan kemaslahatan.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang di atas, telah diuraikan beberapa   macam 
persoalan yang mendorong peneliti untuk menarik pokok permasalahan dan yang 
menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana pencurian yang dilakukan oleh 
kleptomania ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? 
Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Apa pengertian kleptomania? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam  terhadap pencurian yang dilakukan 
oleh kleptomania? 





C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional 
Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 
penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul.14 Memberikan 
penjelasan pada setiap variabel yang berkenaan dengan  tinjauan hukum terhadap 
pencurian yang dilakukan oleh kleptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum 
positif di Indonesia. Berikut adalah variabel yang dijelaskan oleh peneliti: 
1. Hukum Islam 
Hukum Muslim (Muslem Law) atau Hukum Islam (Islamic Law), di Arab 
disebut syari’ah (jalan yang benar). Hukum Islam adalah sistem aturan-aturan 
hukum agama.15 Dalam literatur barat hukum Islam disebut dengan Islamic Law 
yang dalam penjelesannya digunakan sebagai padanan dari istilah syariat dan 
fikih. Artinya ketika istilah Islamic Law dipakai maka syariat dapat berarti fikih. 
Hal ini terjadi pula pada literatur lain seperti Islamic Recht dalam bahasa Belanda, 
Islamic Babuku dalam bahasa Turki dan hukum Islam dalam bahasa Indonesia.16 
2. Hukum Positif 
Hukum positif(Ius constitutum) adalah hukum positif suatu negara, yaitu 
hukum yang berlaku pada suatu negara pada suatu saat tertentu. Sebagai contoh 
hukum yang berlaku di Indonesia dewasa inidinamakan Ius Constitutum, atau 
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bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia.17 Secara sederhana 
hukum positif ialah hukum yang berlaku di Indoneisa. 
3. Pencurian 
Sementara menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 
pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda 
maksimal sembilan ratus ribu rupiah.18 
4. Kleptomania 
Secara etimologi kleptomania berasal dari bahasa Yunani yaitu klepto 
yang berarti mencuri dan mania yang berarti kegilaan. Jadi kleptomania 
merupakan kegilaan mencuri karena ada dorongan yang mendesak dari dalam 
untuk melakukan hal tersebut dan peluang untuk menghindari sangat sedikit 
artinya sulit untuk menghindari dorongan tersebut, apabila telah mencuri maka 
pelaku akan merasa puas dan lega dan apabila tidak memenuhi dorongan tersebut 
maka terjadi kecemasan yang berlebih pada pelaku. Pelaku kleptomania 
mengambil barang semata-mata karena ingin mewujudkan dorongannya saja, 
bukan karena tuntutan yang lain.19 
Selain pengertian judul, peneliti juga memasukkan definisi operasional 
yang memberikan gambaran keterkaitan antara tiap variabel yang ada. Berikut 
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definisi operasional variabel yaitu, pencurian yang dilakukan oleh kleptomania 
berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan sebuah 
tindakan pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya izin dari 
pemilik atau biasanya disebut dengan mencuri. Pencurian itu dilakukan karena 
adanya dorongan yang kuat atau gangguan kendali impuls dari dalam diri dan 
kecil kemungkinan untuk menghindarinya. Perbuatan tersebut dikategorikan 
sebagai tindakan pencurian yang dilakukan oleh kleptomania yang kemudian 
perbuatannya ditinjau berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif di 
Indonesia. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka peneliti masukkan untuk memberikan gambaran ringkas 
mengenai kajian atau penelitian seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat 
jelas bahwa penelitian ini bukan  pengulangan atau duplikasi terhadap kajian atau 
penelitian yang sudah ada.  
Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa buku, jurnal dan 
hasil penelitian lainnya untuk mendukung dan melakukan analisa mendasar 
terhadap pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pencurian yang 
dilakukan oleh kleptomania. Berikut pendapat-pendapat yang bersumber pada 
literatur yang telah ada: 
1. Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A dalam bukunya yang 
berjudul “Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis”, orang 
dengan kleptomania biasanya memiliki uang untuk membeli barang-
barang yang ia ambil. Akan tetapi kegagalan untuk menahan impuls yang 
datang tiba-tiba untuk mengambil barang tersebut yang membuat 




pencurian, (karena telah mengambil barang milik orang lain). Benda-
benda yang diambil biasanya dibuang, dikembalikan secara diam-diam, 
atau juga disimpan. Bagi orang dengan kleptomania  mencuri ialah 
tindakan yang tidak direncanakan, dan tidak melibatkan orang 
lain.Seorang dengan kleptomania  tidak menjadikan benda yang ia curi 
sebagai sasaran, karena tindakan mencuri itulah yang merupakan 
sasaran.Untuk membedakan antara pencurian yang dilakukan orang 
dengan kleptomania dan pencurian  biasanya, seorang dengan kleptomania  
mencuri harus selalu mengikuti kegagalan untuk menahan impuls, harus 
merupakan tindakan yang tersendiri, dan benda-benda yang dicuri tidak 
boleh memiliki arti kegunaan ataupun tujuan keuangan.Pada pencurian 
biasanya, tindakan pencurian biasanya direncanakan; dan benda-benda 
yang dicuri untuk digunakan atau memiliki nilai finansial.20 Dalam buku 
ini menjelaskan tentang bagaimana perlakuan kleptomania atas barang 
yang telah dicuri, perbedaan ciri antara pencuri pada umumnya dan 
kleptomania sementara dalam penelitian ini fokus pada pencurian  yang 
dilakukan kleptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di 
indonesia. 
2. Karya Bangkit Ary Prabowo dalam jurnalnya yang berjudul “Gambaran 
Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania” berpendapat 
bahwa makna dari tindakan pencurian adalah suatu tindakan pengambilan 
barang orang lain dengan tujuan untuk memilikinya. Secara harfiah hal ini 
sama dengan makna pada kecenderungan kleptomania. Unsur dari 
perbuatan kleptomania juga merupakan sebuah tindakan untuk melakukan 
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pengambilan barang dengan tujuan untuk meilikinya. Namun, pembeda 
keduanya hanya pada motif, jenis barang dan perlakuan terhadap barang 
selanjutnya. Jika pada pencurian biasa pelakunya selalu berdasarkan motif 
ekonomi, namun pada kleptomania tindakan yang dilakukan sebagai 
pemenuhan kepuasan diri dan sebagai cara untuk memenuhi dorongan 
yang muncul ketika melihat suatu objek.21 Dalam jurnal ini fokus pada 
psikologis kecenderungan kleptomania, sementara dalam penelitian ini 
menjelaskan pada pencurian yang dilakukan kleptomania berdasarkan 
hukum Islam dan hukum positif di indonesia. 
3. Karya Khikmatul Mujibah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis 
Pemikiran Mazhab Syafi’yyah tentang Kleptomania” berpendapat bahwa 
pada kasus pencurian pada kleptomania yang muncul akhir-akhir ini ulama 
Syafi’iyah mengecualikan hukum potong tangan bagi pengidapnya karena 
kleptomania tergolong sebagai awarid samawiyyah  atau penghalang yang 
tidak bisa diupayakan atau diikhtiarkan. Adanya awarid ini mengakibatkan 
pengidap kleptomania memiliki ahliyatul al-A yang tidak sempurna 
sebagaimana anak kecil yang mumayyiz namun akalnya masih kurang 
hingga dia memasuki masa dewasa (baligh). Dihukuminya kleptomania 
sebagai anak kecil yang mumayyiz ini disebabkan karena akal ialah alat 
untuk memahami maksud syara’ sementara untuk menentukan garis-garis 
berakal amatlah sukar oleh karena itu syara’ menadikan umur sebagai 
tanda berakal, maka sesudah anak memasuki usia baligh sempurnalah 
ahilyahnya dan barulah iya menanggung kewajiban secara penuh dan 
mempunyai hak yang sempurna pula kecuali ada hal-hal yang 
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menjadikannya tidak cakap bertindak hukum sebagaimana kleptomania.22 
Dalam pembahasan ini menjelaskan pendapat Mazhab Syafi’i tentang 
kleptomania, sementara dalam penelitian ini menjelaskan  pada pencurian  
yang dilakukan kleptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum positif 
di indonesia. 
4. Karya V Drand dan David H. Barlow dalam bukunya yang berjudul 
“Intisari Psikologi Abnornal” berpendapat bahwa klepto suatu gangguan 
psychis disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang 
mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin 
berkembang, sehingga pengidap kleptomania juga bisa didiagnosa dan 
diobservasi dari kebiasaan dan kelakuan yang mereka lakukan ketika 
melihat barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang. Mereka akan 
melakukan pencurian kecil-kecilan, bukan karena cemburu terhadap orang 
tersebut, akan tetapi ada dorongan dari dalam otaknya untuk melakukan 
pengambilan.23 Dalam buku ini menjelaskan bahwa kleptomania 
merupakan psychis, sementara dalam penelitian ini menjelaskan pada 
pencurian  yang dilakukan kleptomania berdasarkan hukum Islam dan 
hukum positif di indonesia. 
5. Karya Mustofa Fahmi dalam bukunya yang berjudul “Kesehatan Jiwa 
Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat” berpendapat bahwa yang 
menjadi penyebab kleptomania adalah suatu peristiwa yang tidak 
menyenangkan, yang tidak terjadi pada masa kanak-kanak dahulu dan 
adanya salah pengertian tentang niali sosial, juga kompotensi dari depresi 
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hebat. Faktor tersebut mencerminkan peranan yang sangat menentukan 
dalam terjadinya perbuatan kleptomania dari bagian komplusi yang 
dipandang sebagai kelakuan yang dianggap tidak matang dari segi sosial 
dalam kehidupan.24 Dalam buku ini menjelaskan tentang faktor sosial yang 
mempengaruhi terjadinya kleptomania, sementara dalam penelitian ini 
membahas pada pencurian  yang dilakukan kleptomania berdasarkan 
hukum Islam dan hukum positif di indonesia. 
Dari semua penelitian diatas, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada 
satupun peneliti yang membahas secara khusus tentang tinjauan hukum terhadap 
pencurian yang dilakukan oleh kleptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum 
positif di Indonesia. Hal inilah yang salah satunya membedakan penelitian ini 
dengan hasil penelitian sebelumnya. 
E. Metodologi Penelitian 
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode 
yang digunakan itu merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target 
karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang 
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Dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penlitian 
Berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian yang akan peneliti gunakan 
ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan 
untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam. 
Sedangkan berdasarkan tempatnya, jenis penelitian yang digunakan ialah jenis 
penelitian pustaka (library reseach), yakni penelitian yang objek kajiannya 
menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan literatur tertulis lainnya sebagai 
sumber datanya.26 
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca, menelaah dan 
menganalisis literatur yang sesuai dengan pembahasan, berupa Alquran, hadis, 
buku-buku terkait hukum Islam, hukum positif, kleptomania dan peraturan 
perundang-undangan maupun hasil penelitian guna mendapatkan data yang 
relevan dengan penelitian. 
2. Metode Pendekatan 
Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan Syar’i dan yuridis untuk memperoleh jawaban. 
a. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan syar’i dilakukan dengan menggunakan hukum terkhusus pada 
hukum Islam dengan cara menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan 
yang diteliti. 
 
                                                          




b. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yurdis (hukum perundangan) ialah suatu pendekatan yang 
menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, maksudnya 
bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan 
dengan judul, maka dijadikan kajian untuk diuraikan.27 
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke 
dalam penelitian kepustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan 
bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data yang 
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, 
baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder. 28 
Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data 
sekunder, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan sumber sekunder 
tidak menggunakan sumber primer. Sumber sekunder ialah sumber yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain 
ataupun dokumen.29 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu dokumentasi, karena kategori 
penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan 
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dengan sifat penelitian, yang dalam hal ini teknik yang digunakan adalah 
dokumentasi. Studi dokumentasi ialah mengambil data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan sebagainya,30 
artinya data-data yang digunakan berasal dari literatur tertulis. 
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengolahan Data 
1) Editing 
Editing ialah memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. 
Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan di ubah apabila tidak terdapat 
kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian. 
2) Organaizing 
Organaizing ialah menyusun dan mensistematiskan data-data yang 
diperoleh tentang judul yang berkenaan. 
3) Analyzing 
Analyzing ialah memberikan analisis dari data-data yang telah 
dideskripsikan dan menarik kesimpulan secara komparasi.31 
b. Analisis Data 
Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library 
research), data primer dan data sekunder diatas dianalisis secara kualitatif, dengan 
menggunakan metode sebagai berikut : 
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Deduktif yakni menganalisis data yang yang bersifat umum, untuk 
kemudian ditarik menjadi kesimppulan yang bersifat khusus.32 Dalam hal ini 
pencurian yang dilakukan oleh kelptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum 
Positif di Indonesia. 
2) Induktif 
Induktif yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian 
digeneralisasikan menjadi sebuah statement.33 Dalam hal ini pencurian yang 
dilakukan oleh kelptomania berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif di 
Indonesia. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui hakikat dari kleptomania 
b. Untuk memberikan penjelasan secara komperhensif mengenai pandangan 
hukum Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap pencurian yang 
dilakukan oleh kleptomania 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoritis, secara teoritis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbansih keilmuan khususnya dalam tinjauan hukum terhadap 
pencurian yang dilakukan oleh kleptomania berdasarkan hukum Islam dan 
hukum positif di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai literatur dan 
referensi. 
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b. Kegunaan praktis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangsih pemikiran tentang tinjauan hukum terhadap 
pencurian yang dilakukan oleh kleptomania berdasarkan hukum Islam dan 
hukum positif di Indonesia, sebagai masukan baik apparat hukum maupun 
masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam 





TINJAUAN UMUM MENGENAI KLEPTOMANIA  
A. Definisi Kleptomania 
Secara etimologi kleptomania berasal dari bahasa Yunani yaitu kleptein 
yang berarti mencuri dan mania yang berarti kegilaan. Jadi kleptomania ialah 
kegilaan mencuri karena ada dorongan yang mendesak dari dalam untuk 
melakukan hal tersebut dan peluang untuk menghindari sangat sedikit artinya sulit 
untuk menghindari dorongan tersebut, apabila telah mencuri maka pelaku akan 
merasa puas dan lega, apabila tidak memenuhi dorongan tersebut maka terjadi 
kecemasan yang berlebih pada pelaku. Pelaku kleptomania mengambil barang 
semata-mata karena ingin mewujudkan dorongan yang datang saja, bukan karena 
tuntutan yang lain.1 
Kleptomania merupakan suatu gejala dari kompulsi anti sosial yaitu 
penderita dihinggapi perasaan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya anti 
sosial atau merugikan orang lain dan masyarakat.2 
Dalam literatur lain mengemukakan bahwa kleptomania ialah dengan 
suatu impuls obsesif atau kompulsi untuk mencuri. Kleptomania diartikan  
sebagai  sebuah gangguan  yang  menonaktifkan  impuls kontrol,  dicirikan  oleh  
pencurian berulang-ulang dan tidak terkendali terhadap benda-benda  yang  jarang 
digunakan oleh orang yang menderitanya.3 
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Menurut W.F Maramis menyatakan istilah kompulsi menunjuk pada 
dorongan atau impuls yang tidak dapat ditahan untuk melakukan sesuatu. Pada 
neurosa jenis ini individu menghilangkan kecemasannya dengan perbuatan atau 
buah pikiran yang berulang-ulang. Penderita mengetahui bahwa perbuatan dan 
pikirannya itu tidak masuk akal, tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan 
keadaan, tetapi ia tidak dapat menghilangkan dan ia juga tidak mengerti mengapa 
ia mempunyai dorongan yang begitu kuat untuk berbuat dan berpikir demikian. 
Bila ia tidak menurutinya, maka akan timbul kecemasan yang hebat. Pikiran atau 
dorongan mendesak kealam sadar secara gigih dan terus-menerus dan timbul 
perasaan takut yang hebat serta penderita berusaha untuk menghilangkan pikiran 
atau dorongan itu.4 
Menurut Durrand dan  Barlow, gangguan  pengendalian  impuls diawali  
dengan  sebuah impuls  yang  tidak  dapat  ditolak,  biasanya impuls akan sangat 
merugikan orang yang dikenainya.  Gangguan  yang  termasuk didalamnya sering 
dimulai dengan godaaan atau keinginan yang destruktif namun sulit ditolak.  
Ditambahkan  Durand  dan Barlow, penderita  sering  dipersepsi  oleh masyarakat  
memiliki masalah itu semata-mata karena tidak mempunyai kemauan.5 
Maksudnya ialah masyarakat beranggapan bahwa penderita kleptomania 
melakukan pencurian karena tidak mempunyai kemauan untuk menolak dorongan 
tersebut, padahal dorongan tersebut benar-benar sulit untuk ditolak. 
Jemes Drever menyatakan bahwa kleptomania ialah gerak hati untuk 
mencuri, tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang tak diinginkan oleh 
individu.6 
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Sudarsono menyatakan bahwa kleptomania ialah dorongan hati untuk 
mencuri milik atau harta benda orang lain demi kepuasan hatinya, tentang 
mencuri itu dan bukan hasil yang dicuri.7 
Sedangkan sifatnya yang karakteristik, kleptomania ialah jika penderita 
melakukan perbuatan tersebut, ia dapat merasakan suatu kesenangan dan 
kepuasan. Jika tidak melakukan atau menekannya, akan timbul rasa tidak senang, 
berdosa, rasa bersalah atau tidak puas, dia akan menjadi bingung atau panik.8 
Kaplan  dan  Sadock  menyatakan bahwa  kleptomania  sebagai  kegagalan 
rekuren  untuk  menahan  impuls  untuk mencuri  barang-barang  yang  tidak  
diperlukan  untuk  pemakaian  pribadi  atau yang memiliki arti ekonomi,  benda-
benda yang  diambil  sering  kali  dibuang, dikembalikan  secara  rahasia atau 
disembunyikan.  Orang  dengan  kleptomania  biasanya  memiliki  uang  untuk 
membayar benda yang mereka curi secara impulsif.  Kleptomania  ditandai  oleh 
ketegangan  yang  memuncak  sebelum melakukan pencurian,  diikuti  oleh  
pemuasan  dan peredaan  ketegangan  dengan  atau  tanpa rasa  bersalah,  
penyesalan atau  depresi selama  melakukan pencurian.  Walaupun  pencurian 
tidak  terjadi  jika  kemungkinan  akan ditangkap, orang kleptomania tidak selalu 
mempertimbangkan  kemungkinan  penangkapan  mereka,  kendatipun penahanan  
yang  berulang  menyebabkan penderitaan  dan  rasa  malu.  Orang kleptomania  
mungkin  merasa  bersalah dan  cemas  setela  mencuri,  tetapi  mereka tidak 
merasa marah atau balas dendam.9 
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Dari pemaparan di atas dapat peneliti pahami bahwa kleptomania ialah 
suatu gangguan mental yang penderitanya mempunyai kegilaan mencuri yang 
timbul dari dalam diri yakni berupa dorongan atau impuls yang terus-menerus. 
Kegagalan dalam menahan dorongan membuat penderitanya melakukan 
pencurian. 
Penderita kleptomania memahami bahwa perbuatan yang ia lakukan salah 
dan mencoba mengatasi dorongan tersebut, namun dorongan itu sulit atau bahkan 
dalam literatur lain mengatakan tidak dapat ditolak. 
B. Ciri-ciri dan Penyebab Kleptomania 
1. Ciri-ciri Kleptomania 
Terdapat beberapa  kriteria  diagnostik  kleptomania,  diantaranya  yaitu: 
a. Kegagalan  berulang  dalam  menolak impuls  untuk  mencuri  benda-benda  
yang tidak  diperlukan  untuk  keperluan  pribadi 
b. Meningkatkan  rasa  ketegangan  segera sebelum  melakukan  pencurian 
c. Dihinggapi rasa senang,  puas  atau  lega  pada  saaat berhasil melakukan 
pencurian 
d. Mencuri  tidak  dilakukan  untuk mengekspresikan  kemarahan  atau  balas 
dendam  dan  bukan  sebagai  respon  suatu halusinasi.10 
Rasdian mengatakan bahwa ciri-ciri mengenai kleptomania adalah sebagai 
berikut: 
a. Adanya peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian 
b. Rasa puas setelah melakukan pencurian 
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c. Pencurian dilakukan sendiri (solitary act) tidak bersama-sama dengan orang 
lain yang membantunya 
d. Individu tampak cemas, murung dan merasa bersalah pada waktu mencuri, 
tetapi hal ini tidak mencegah pengidap kleptomania untuk mengulangi 
perbuatannya. Dan tidak semua kesempatan yang ada digunakan untuk 
mencuri.11 
Dalam literatur online, peneliti menemukan ciri-ciri kleptomania yaitu: 
a. Punya keinginan besar yang begitu mendesak untuk mencuri pada barang 
yang mungkin tidak ia perlukan 
b. Merasa senang saat mencuri 
c. Merasa lega dan puas 
d. Tapi setelah mencuri akan merasa bersalah, menyesal, membenci diri sendiri 
dan takut ditahan polisi 
e. Meski sesudah mencuri timbul rasa takut dan menyesal tapi dorongan untuk 
mencuri akan muncul lagi secara spontan atau saat sedang depresi atau stres, 
sehingga perilaku kleptomania terus berulang 
f. Orang kleptomania mencuri bukan untuk kepentingan pribadi atau balas 
dendam, tetapi karena dorongan yang begitu kuat sehingga timbul rangsangan 
untuk mencuri.12 
Pencurian yang dilakukan kleptomania hanya dilakukan seorang diri dan 
tidak ada satu orang pun yang mengetahui keinginan mencuri itu. Pada saat ingin 
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mencuri seorang dengan kleptomania akan merasakan cemas dan tegang, ditengah 
proses mencuri ia akan merasa puas dan senang walau setelah itu ia akan merasa 
bersalah atas apa yang diperbuat.  
2. Penyebab Kleptomania 
Individu dengan kepribadian anti sosial sebagai orang yang pada dasarnya 
tidak tersosialisasi. Perilakunya berulang-ulang membawanya ke dalam konflik 
dengan masyarakat, ia tidak mempunyai loyalitas terhadap kelompoknya ataupun 
terhadap norma-norma sosial. Ia pada umumnya egosentrik, tidak bertanggung 
jawab, toleransi terhadap kekecewaan rendah dan kecenderungan menyalahkan 
orang lain atau memberi alasan yang masuk akal mengenai perilakunya.13 
Secara umum para ahli jiwa berpendapat bahwa yang menjadi penyebab 
kleptomania adalah suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak terjadi 
pada masa kanak-kanak dahulu dan adanya salah pengertian tentang nilai sosial, 
juga kompetensi dari depresi hebat. Faktor tersebut mencerminkan peranan yang 
sangat menentukan dalam terjadinya perbuatan kleptomania dari bagian kompulsi 
yang dipandang sebagai kelakuan yang tidak matang dari segi sosial dalam 
kehidupan. para ahli psikiatri menafsirkan sebagai berikut: 
a. Penyakit ini kadang-kadang terjadi sebagai salah satu cara pengungkapan dari 
keadaan cemas yang terjadi akibat ketegangan jiwa yang menyerang individu 
b. Keadaan penyakit ini dapat terjadi karena keinginan yang pada dasarnya tidak 
disadari, artinya dalam bentuk tidak sadar.14 
Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi kleptomania: 
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a. Faktor lingkungan mempengaruhi sifat-sifat timbulnya sikap ingin mencuri 
karena secara alamiah dia ikut terbawa jika pengetahuan tentang akhlak 
norma-norma baiknya kurang 
b. Faktor agama dan pendidikan, penanaman akhlak yang baik haruslah ditanam 
sejak dini karena itu menentukan masa depan sang anak juga 
c. Faktor materi penyakit ini juga didukung oleh adanya kesenjagan sosial.15 
Meskipun penyebab kleptomania tidak diketahui pasti, namun para peneliti 
menemukan ada faktor-faktor risiko yang meningkatkan perilaku kleptomania 
yaitu: 
a. Stres yang berlebihan, seperti sedang mengalami kerugian besar 
b. Mengalami cedera di kepala atau cedera otak 
c. Memiliki saudara kandung yang kleptomania, gangguan mood, kecanduan 
atau gangguan obsesi kompulsif. 
Seorang dengan kleptomania memiliki ciri penting, yaitu kegagalan rekuen 
untuk menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan, untuk 
pemakaian pribadi, atau yang memiliki arti ekonomi.16 
Suatu hal yang lazim bahwa setiap manusia tentu mendambakan 
kebahagiaan, ketentraman dan kesehatan dalam hidupnya, serta terbebas dari 
segala macam gangguan fisik maupun psikologis, sehingga bisa mengembangkan 
diri secara optimal serta dapat menjalankan berbagai fungsi dan peranannya 
sebagai makhluk individu dan sosial. Namun, seiring dengan dinamika perubahan 
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yang begitu komplek di tengah dunia modern yang keras dan serba berubah 
dengan cepat ini, manusia menjadi semakin rentan terhadap berbagai gangguan 
mental salah satunya adalah kleptomania.17 
Seiring dengan munculnya kasus kleptomania tentu hal ini tidak hanya 
menjadi problematika dan tantangan besar bagi para dokter serta psikiater dalam 
ilmu kesehatan dan kejiwaan untuk mengupayakan penyembuhan ataupun 
pemulihan terhadap penderitanya saja, akan tetapi juga menjadi problematika 
hukum Islam atas tindakan pencurian yang berulang-ulang yang dilakukan oleh 
pengidap kleptomania, dimana hukum Islam yang diformulasikan sebagai 
sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin 
atas segala aspek baik yang bersifat individu maupun kolektif.18 
Ciri  penting  dari  kleptomania  terdiri  dari dorongan  atau  impuls  yang  
rekuren (berulang),  intrusive,  dan  tidak  dapat ditahan  untuk  mencuri  benda-
benda yang tidak diperlukan. Pasien kleptomania mungkin  juga  mengalami  
penderitaan tentang  kemungkinan  atau  sebenarnya mereka  memahami  dan  
tanda  manifest dari depresi dan kecemasan. Pasien merasa bersalah, malu, dan 
terhina karena perilaku mereka. 
Menurut  teori  diathesis-stres  model  terdapat  tiga  faktor  yang  
menjelaskan munculnya  kleptomania,  yaitu  faktor  psikodinamika,  faktor  
biologis dan  faktor psikososial.  Faktor  psikodinamika menjelaskan  bahwa  
gejala  kleptomania cenderung  tampak  seperti  stress  yang bermakna  sebagai  
contohnya,  kehilangan, perpisahan,  dan  akhir  hubungan  yang berarti.  Faktor  
biologis  menjelaskan penyakit  otak  dan  retardasi  mental  telah dihubungkan  
                                                          
17Supratikna, Mengenal Perilaku Abnormal, (Yogyakarta: Kanisisus, 1995), h. 107 
18Sumanto al-Qurtubi,  Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqih Indonesia, (Yogyakarta: Cermin, 




dengan kleptomania, seperti mereka dihubungkan dengan  gangguan pengendalian  
impuls  lainnya. Tanda neurologis  fokal,  atrofi  kortikal,  dan pembesaran  
ventrikel  lateral telah ditemukan  pada  beberapa  pasien. Gangguan  metabolisme  
monoamine, khususnya serotonin, telah didalilkan. Beberapa peneliti telah  
menekankan pentingnya aspek  psikososial  dari gangguan,  seperti  peristiwa  
kehidupan awal.  Model  yang tidak  tepat  untuk identifikasi  dan  tokoh  orangtua  
yang sendirinya sulit  untuk  mengendalikan impuls juga telah diklibatkan.19 
C. Perbedaan Kleptomania dengan Pencuri Pada Umumnya 
Pencurian merupakan salah satu tindak pidana atau perbuatan melawan 
hukum yang mana perbuatannya mengambil barang orang lain secara sembunyi-
sembunyi, hal ini tentunya merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut sama dengan 
perbuatan pengidap kleptomania yang juga mengambil barang orang lain dengan 
cara sembunyi-sembunyi dan bermaksud untuk memiliki barang tersebut. 
Perbedaannya terletak pada perlakuan atas barang tersebut serta motif 
pengambilan barang. 
Kleptomania tidak bisa disamakan dengan tindak  pidana  pencurian  biasa  
dalam diagnosanya.  Kaplan  dan  Sadock, menyebutkan  perbedaan  utama  
kleptomania  dan  bentuk  mencuri  lainnya.  Pada diagnosis  kleptomania,  
mencuri  harus selalu  diikuti  kegagalan  dalam  menahan impuls  dan  harus  
merupakan  tindakan yang  tersendiri,  dan  benda-benda  yang dicuri tidak boleh 
memiliki arti atau tujuan  keuanganan.  Pada  perbuatan mencuri  biasa, 
tindakannya  biasanya  direncanakan  dan benda-benda  yang  dicuri  untuk  
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digunakan atau memiliki nilai ekonomi. Kleptomania muncul  karena  adanya  
faktor-faktor  yang mempengaruhinya.20 
Orang dengan kleptomania biasanya memiliki uang untuk membeli 
barang-barang yang ia ambil. Akan tetapi kegagalan untuk menahan impuls yang 
datangtiba-tiba untuk mengambil barang tersebut yang membuat seseorang 
dengan kleptomaniakemudian melakukan tindak pidana pencurian, (karena telah 
mengambil barang milik orang lain). Benda-benda yang diambil biasanya 
dibuang, dikembalikan secara diam-diam, atau juga disimpan. Bagi orang dengan 
kleptomania  mencuri adalah tindakan yang tidak direncanakan, dan tidak 
melibatkan orang lain. 
Seseorang dengan kleptomania  tidak menjadikan benda yang ia curi 
sebagai sasaran, karena tindakan mencuri itulah yang merupakan sasaran.21 Pada 
pencurian biasanya, tindakan pencurian biasanya direncanakan dan benda-benda 
yang dicuri untuk digunakan atau memiliki nilai finansial.22 
D. Aspek Kleptomania 
1. Abnormal 
Manusia  merupakan  makhluk  biologis,  makhluk individu, makhluk 
sosial, makhluk etis dan seterusnya sehingga perilaku manusia dapat dijelaskan 
dari dimensi-dimensi tersebut. begitu juga bila berbicara mengenai abnormalitas  
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Pengetahuan Psikiatri Klinis, h. 240. 
22Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A, Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan 




jiwa.  Berikut  ini  dikemukakan  beberapa konsepsi  mengenai abnormalitas  
menurut  tinjauan  tertentu.23 
a. Abnormalitas menurut Konsepsi Statistik  
Secara  statistik  suatu  gejala  dinyatakan  sebagai  abnormal  bila 
menyimpang dari mayoritas. Dengan demikian seorang  yang jenius sam-asama  
abnormalnya  dengan  seorang  idiot,  seorang  yang jujur  menjadi  abnormal 
diantara komunitas orang yang tidak jujur. 
b. Abnormal menurut Konsepsi Patologis  
Berdasarkan  konsepsi  ini  tingkah  laku  individu  dinyatakan  tidak 
normal  bila  terdapat  simptom-simptom  klinis  tertentu,  misalnya  ilusi, 
halusinasi,  obsesi,  fobia, dst.  Sebaliknya  individu  yang  tingkah  lakunya tidak  
menunjukkan  adanya  simptom-simptom  tersebut  adalah  individu yang normal. 
c. Abnormal menurut Konsepsi Penyesuaian Pribadi  
Menurut  konsepsi  ini  seseorang  dinyatakan  penyesuaiannya  baik bila  
yang  bersangkutan  mampu  menangani  setiap  masalah  yang dihadapinya  
dengan  berhasil.  Dan  hal  itu  menunjukkan  bahwa  dirinya memiliki jiwa yang 
normal. Tetapi bila dalam menghadapi maslah dirinya menunjukkan  kecemasan,  
kesedihan,  ketakutan,  dst.  yang  pada akhirnya  masalah  tidak  terpecahkan,  
maka  dikatakan  bahwa penyesuaian  pribadinya  tidak  baik,  sehingga  
dinyatakan  jiwanya  tidak normal.  
 
 
                                                          




d. Abnormalitas menurut Konsepsi Sosio-kultural  
Setiap  masyarakat  pasti  memiliki  seperangkat  norma  yang berfungsi  
sebagai  pengatur  tingkah  laku  para  anggotanya.  Individu sebagai  anggota  
masyarakat  dituntut  untuk  menyesuaikan  diri  dengan norma-norma sosial dan 
susila di mana dia berada. Bila individu tingkah lakunya  menyimpang  dari  
norma-norma  tersebut,  maka  dirinya dinyatakan sebagai individu yang tidak 
normal.  
e. Abnormalitas menurut Konsepsi Kematangan Pribadi 
Menurut konsepsi kematangan pribadi, seseorang dinyatakan normal 
jiwanya bila dirinya telah menunjukkan kematangan pribadinya, yaitu bila dirinya 
mampu berperilaku sesuai dengan tingkat perkembangannya.24 
2. Neurosis 
a. Definisi Neurosis 
Psikoneurosis pada hakekatnya bukanlah suatu penyakit, orang-orang yang 
menderita psikoneurosis atau secara singkat disebut neurosis pada umumnya 
dapat kita sebut sebagai orang normal.Yang diderita oleh orang neurosis adalah 
ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri 
orang tersebut yang terus-menerus. Orang tersebut tidak dapat mengatasi konflik-
konfliknya sehingga ketegangan tidak kunjung reda, dan ia akhirnya menjadi 
neurosis.25 
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Psikoneurosis disebut juga dengan kelainan mental yang kecil, oleh karena 
selain gejala-gejala yang ada pada orang bersangkutan, orang tersebut sepenuhnya 
normal. Ia masih dapat bergaul, bekerja, belajar dan sebagainya seperti orang-
orang lainnya.26 
Nurosis,  menurut  W.F.  Maramis  adalah  suatu  kesalahan penyesuaian  
diri  secara  emosional  karena  tidak  diselesaikan  suatu  konflik tidak sadar. 
Berdasarkan pendapat mengenai neurosis dari para ahli tersebut dapat 
diidentifikasi pokok-pokok pengertian mengenai neurosis sebagai berikut: 
1) Neurosis merupakan gangguan jiwa pada taraf ringan 
2) Neurosis terjadi pada sebagian aspek kepribadian 
3) Neurosis dapat dikenali gejala-gejala yang menyertainya dengan ciri khas 
kecemasan 
4) Penderita neurosis masih mampu menyesuaikan diridan melakukan 
aktivitas sehari-hari.27 
b. Macam Neurosis 
Berbagai macam psikoneurosis dengan gejalanya digolong-golongkan 
sebagai berikut: 
1) Neurosis Kekuatiran (Anxiety Neurosis), gejala psikoneurosis seperti ini 
adalah adanya rasa khawatir atau was-was yang terus menerusdan tak 
beralasan. Penderita menjadi gelisah dan tidak tenang, sukar tidur 
sekalipun tidak jelas apa yang khawatirkan. 
2) Histeria, penderita psikoneurosis   tidak sadar meniadakan fungsi salah 
satu anggota tubuhnya sendiri, sehingga sekalipun secaraorganis tidak 
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ditemukan adanya kelainan, anggota tubuh itu tidak dapat menjalankan 
fungsinya dan orang tersebut menjadi lumpuh, buta atau tuli, tergantung 
anggota tubuh yang mana yang ia tidak fungsikan. 
3) Neurosis obsesif komoulsif, jenis ini ditandai oleh adanya pikiran-pikiran 
dan dorongan-dorongan tertentu yang terus meneru. Orang yang 
bersangkutan tahu bahwa dorongan itu tidak benar dan tidak masuk akal, 
tetapi tidak dapat melepaskannya.28 
3. Obsesi Kompulsif 
Obsesi ialah ide-ide atau emosi-emosi imperative keharusan yang terus-
menerus melekat dan tidak mau hilang, walaupun individu yang bersangkutan 
dengan sadar berusaha keras untuk menghilangkannya. Ide-ide tidak 
menyenangkan dan tidak rasional, namun tidak bisa dibendung atau 
dilenyapkan.29 
Obsesif kompulsif juga merupakan kekacauan psikoneurotis dengan 
kecemasan-kecemasan, yang berkaitan dengan pikiran-pikiran yang tidak 
terkontrol dan impuls-impuls atau dorongan-dorongan repetitif untuk melakukan 
suatu perbuatan.30 
Si penderita sadar benar kalau pikiran dan kecemasan itu sia-sia, tidak 
pantas, tidak perlu, abnormal dan absurd atau tidak mungkin. Namun dia tidak 
mampu menghapus dan mengontrolnya. 
Gangguan obsesi kompulsif (obsessive compulsive disorder) ialah 
gangguan kecemasan dimana individu memiliki pikiran-pikiran yang 
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menimbulkan kecemasan yang tidak akan hilang (obsesi) atau dorongan untuk 
melakukan perilaku berulang seperti ritual untuk mencegah atau menghasilkan 
situasi serupa di masa depan (kompulsi).31 
Orang yang mengalami obsesi kompulsif merasa terpaksa berpikir tentang 
hal-hal yang tidak ingin mereka pikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak 
mereka inginkan. Obsesi merupakan gamgguan terus-menerus dari pikiran atau 
bayangan yang tidak diinginkan. Apabila seseorang tengah berupaya untuk 
mengatasi segala obsesi yang ada maka terjadi kecemasan.32 
4. Mania  
Mania ialah keriangan dan antusiasme yang patologis hasrat yang 
patologis diarahkan kepada sesuatu yaitu: 
a. Antusiasme atau kegembiraan-kegembiraan yang berlebih-lebihan,suatu 
hasrat atau nafsu yang garang hebat 
b. Gangguan psikoti, dengan ciri iritabilitas (cepat marah) kegirangan berbicara 
berlebih-lebihan, ide yang kacau balau dan aktivitas mototrik yang semakin 
banyak. 
Mania ini merupakan bentuk impuls-impuls yang kegila-gilaan, yang tidak 
tertahankan atau tidak dapat dicegah untuk melakukan sesuatu. Merupakan bentuk 
keinginan yang tidak terkontrol dan terkendali oleh kemauan.Sebab-sebab mania 
yaitu: 
1) konflik hebat antara keinginan melawan ketakutan untuk berbuat 
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2) penekanan dalam ketidaksadaran pengalaman-pengalaman traumatik, dan 
trauma emosional. Jadi merupakan subtitut bagi keinginan-keinginan yang 
ditekan 
3) ada ide-ide fixed, ilusi, delusi dan halusinasi-halusinasi.33 
 
                                                          




PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH KLEPTOMANIA 
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 
1. Definisi Tindak Pidana 
Yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara’ 
yang diancamkan oleh Allah swt. dengan hukuman had atau ta’zir pengertian 
jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana 
dan delik pada hukum pidana di Indonesia, para fuqaha sering menggunakan kata-
kata jinayah untuk jarimah. Semula pengertian jinayah ialah hasil perbuatan 
seseorang dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja, dikalangan 
fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang 
oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda 
ataupun lain-lainnya.1 
Dalam literatur lain menyatakan pengertian jinayah atau jarimah tidak 
berbeda dengan pengertian tindak  pidana  (peristiwa  pidana) delik  dalam  
hukum positif (pidana).  Sebagian  para  ahli  hukum  Islam  sering  menggunakan  
kata-kata  jinayah untuk  jarimah  yang  diartikan  sebagai  perbuatan  seseorang  
yang  dilarang saja. Sedangkan  yang dimaksud dengan kata  jinayah ialah 
perbuatan  yang dilarang  oleh  syara’,  apakah  perbuatan  mengenai  jiwa  atau  
benda  dan lainnya.2 
                                                          
1Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 
h. 1. 
2Rais  Ahmad,  Formulasi  Syari'at  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia, 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 123. 
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Suatu perbuatan yang dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada 
tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan 
kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya 
dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.3 Dalam istilah lain 
kata jarimah disebut juga jinayah yang mempunyai beberapa pengertian, seperti 
yang diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian jarimah ialah sautu istilah 
untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, 
harta atau lainnya. Imam Al Mawardi memberikan definisi jarimah ialah 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara’) yang diancam dengan 
hukuman had atau ta’zir.Adapun  pengertian  jinayah,  para  fuqaha  menyatakan  
bahwa lafal  jinayah yang  dimaksudkan di  sini ialah  setiap perbuatan  yang 
dilarang oleh  syara’,  baik  perbuatan  itu  mengenai  jiwa, harta benda atau  lain-
lainnya. Selanjutnya Sayyid Sabiq memberikan,definisi jinayah, bahwa istilah  
jinayah menurut  syara' ialah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang 
dilarang itu menurut syara' ialah dilarang untuk melakukannya, karena adanya  
bahaya mengenai  agama,  jiwa,  akal, kehormatan atau harta benda.4 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan syara’ 
yang diancam hukuman had atau hukuman ta’zir. Larangan tersebut adakalanya 
berupa perbuatan yang ditegah atau meninggalkan yang disuruh. Juga telah 
disebutkan bahwa dengan penyebutan kata-kata “syara”, dimaksudkan bahwa 
larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara’. 
Karena perintah-perintah dan larangan-larangan itu datang dari syara’ maka 
                                                          
3Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h.1  
4Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004),h. 9. 
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perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan pada orang yang 
berakal sehat dan memahami pembebanan (taklif).5 Dapat dikatakan perbuatan 
tindak pidana apabia unsur-unsurnya terpenuhi, unsur-unsur tindak pidana ada 
yang bersifat umum adapula yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus artinya 
berlaku untuk semua tindak pidana (jarimah), sementara unsur khusus beraku 
untuk tiap-tiap jarimah. Adapun yang termasuk  dalam  unsur-unsur  umum  
jarimah  adalah sebagai berikut: 
a. Unsur Formal (Rukun Syar’i) 
Adanya nash atau ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu 
sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang 
menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi apabia belum 
dinyatakan dalam nash. Jadi penulis dapat simpukan bahwa yang dikatakan tindak 
pidana apabila terdapat  nash atau ada aturan yang mearang (undang-undang). 
b. Unsur Materiil (Rukun Maddi) 
Unsur  materil  ialah adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar 
telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik perbuatan nyata 
maupun sikap tidak berbuat. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materil 
dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah) manakala  dalam  perbuatan  yang  
dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek  melawan  hukum 
dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang  
dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan  
niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya  
perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah 
menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja 
                                                          
5Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 5. 
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maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan 
melawan hukum. 
c. Unsur Moral (Rukun Adabi) 
Unsur moral ialah adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. 
Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang 
yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan 
demikian unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat 
dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk 
berbuat.6 
B. Pencurian Dalam Hukum Islam 
1. Definisi Pencurian 
Mencuri dalam bahasa  Arab disebut dengan sariqah yang berasal dari 
kata saraqa. Secara etimologi mencuri ialah mengambil benda dan atau barang 
milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.7 orang lain secara diam-diam untuk 
dimiliki. Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa, tapi 
tidak sama dengan pencuri.8 
Mencuri dalam bahasa Arab disebut dengan sariqah yang berasal dari kata 
saraqa. Secara etimologi mencuri ialah mengambil benda dan atau barang milik 
orang lain secara sembunyi-sembunyi.9 
                                                          
6Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta UII 
Press Yogyakarta, 2001), h. 8. 
7Huzaimah Tahido Yanggo, Mashail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer), (Bandung: 
Angkasa, 2005), h. 58.  
8Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62. 
9Huzaimah Tahido Yanggo, Mashail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer), h. 58.  
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Menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini seorang ulama Mazhab 
Syafi’i mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang 
lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ ialah mengambil harta 
(orang lain) sembuyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya 
yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. 
SementaraMenurut Wahbah Al Zuhaili, sariqah ialah mengambil harta milik 
orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan 
secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri 
ialah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-
sembunyi.10 
Menurut Mahmud Syaltut, pencurian ialah mengambil harta orang lain 
denga sembunyi-sembunyi dilakukan yang oleh orang yang tidak dipercaya 
menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan 
pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang 
dipercayamenjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak 
dipercaya menjaganya.11 
Menurut syara’, pencurian ialah mengambil harta orang lain yang oleh 
mukalllaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, 
disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh 
seorang penjaga dan tidak ada syubhat.12 
 
                                                          
10 Nurul Irfan. Masyrofah, Fiqah Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 100. 
11Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), 
h.83. 
12Humaizah Tahido Yanggo, Masali Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer, h. 58. 
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2. Unsur-unsur Pencurian 
Seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa unsur tindak pidana 
meliputi unsur umum dan khusus. Salah satu unsur khusus tindak pidana yaitu 
unsur tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam 
hukum Islam (jarimah sariqah) mengandung tiga unsur yaitu: 
a. Mengambil barang milik orang lain 
b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi 
c. Milik orang lain tersebut ada di tempat penyimpanannya.13 
Pendapat lain dikalangan para fuqaha mengenai unsur-unsur tindak pidana 
pencurian yaitu: 
a. Harta diambil secara sembunyi 
b. Mengambil dengan maksud jahat 
c. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu 
d. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si pemilik 
sebenarnya 
e. Barang yan dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri 
f. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.14 
Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa jarimah sariqah 
mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan 
had, antara lain: 
a. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi. 
                                                          
13Sayyid Sabiq, Fiqh Sunaah, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: 
Maarif, 1984), h. 216. 




Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, pertama adanya 
tindakan mengabil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain 
dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat yaitu: 
1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang 
layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang 
layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga 
sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi. 
2) Benda tersebut telah diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan 
pemiliknya. Oleh karenya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat 
penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya, belum 
dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukum had.  
3) Benda itu berada dalam kewenangan pihak pencuri. 
Jika salah satu syarat dari ketiga tersebut kurang atau tidak ada, maka 
tindakan mengambil belum dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan 
hukum had. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya 
melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukum had. 
Hal kedua dari unsur pertama adalah tindakan mengambil dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang telah diketahui bahwa mengambil harta 
orang lain dengan sembunyi-sembunyi berarti pengambilannya dilakukan tanpa 
sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. 
Unsur pertama ini disepakati oleh para fuqaha, kecuali ulama kalangan 
Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan percobaan 
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pencurian, misalnya meskipun baru saja meletakkan tangannya pada benda yang 
hendak dicuri sudah dapat dianggap sebagai pencurian yang dapat dihukum had.15 
b. Benda yang diambil adalah berupa harta  
Menurut Mustafa Ahmad Zaraqa, yang dimaksud dengan harta adalah 
sesuatu yang dicenderungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai 
waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-
syarat sebagai berikut: 
1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah 
harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena 
tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta 
tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain 
2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. 
Menurut fikih Syafi’i ditambahkan bahwa harta yang memiliki nilai 
ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seorang yang 
mencuri khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. pendapat lain 
mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga 
menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.16 
3) Benda yang diambil berada di tempat penyimpanan yang layak bagi jenis 
harta itu 
4) Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda 
pendapat tentang kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan 
Malikiyah, Safi’iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu nisab 
pencurian diancam dengan hukuman had ialah sebanyak seperempat dinar 
                                                          
15Sayyid Sabiq, Fiqh Sunaah, h. 216 
16Sayyid Sabiq, Fiqh Sunaah, h. 84 
43 
 
emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka 
seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat kalangan 
ulama Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu nisab 
pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur 
dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibn Rusyd juga berpendapat 
lain, mereka menyebut kadar pencurian yang mendapatkan hukuman had 
adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.17 
c. Benda yang diambil itu harta orang lain 
d. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau adanya itikat tidak baik.18 
C. Dasar Hukum Pencurian Dalam Hukum Islam 
Setiap peraturan yang ditetapkan atau diberlakukan apabila tidak dipatuhi 
maka timbul hukuman yang tegas. Sebagaimana definisi hukum secara umum 
ialah sekumpulan aturan-aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan 
hukuman. Begitu pula dengan hukum Islam yang juga mengatur seluruh aspek 
kehidupan manusia. 
Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan apabila 
peraturan tersebut dilanggar dan memenuhi unsur pencurian maka akan 
mendapatkan hukuman. Berikut hukuman pencurian menurut hukum Islam yaitu: 
a. Alquran 
Hukuman  potong  tangan  merupakan  hukuman  pokok,  sebagaimana 
firman Allah dalam surah QS. Al Maidah/38 
                                                          
17A. Dzajuli, Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta; 
Raja Grafindo, 1999) h. 78. 
18A. Dzajuli, Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 79. 
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                            
          
Terjemahnya: 
 “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”19 
b. Hadis 
Selain Alquran, terdapat hadis mengenai hukum bagi pelaku pencurian, 
sebagaimana hadis Rasulullah saw. 
 ِنَعَوَِّلَلاُِلوُسَرَِلَاقِ:ْتَلَاقِاَه ْ نَعُِهَّلَلاَِي  ضَرَِةَش ئاَعِ:ِ:لسوِه لعِه عاِالىِ ه
)ِاًد عاَصَفٍِراَني  د ُعُبرِي فِ َّلَ إٍِق راَسُِدَيُِعَطْق ُتَِلَِ(َِِِفَّ تُمِْ َلَعٌِق. ٍِ: لْسُم لُِظْفَّللاَوِ. هِ
اًد عاَصَفٍِراَني  دِ  ُعُبرِي فُِد ََْلاُِعَطْق ُتِ: ِّي راَخُبَْلاُِظْفَلَوِي فِاوُعَطْق اَِدَمْحَ  لٍَِِةياَو رِي فَوِِ  ُعُبر
ك لَذِْن مِاَنْدَأَِوُهِاَم  فِاوُعَطْق َتَِلََوِ,ٍراَني  دََِ  
Artinya: 
“Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dipotong 
tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih. 
Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz 
Bukhari: Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar 
seperempat dinar atau lebih. Menurut riwayat Ahmad: Potonglah jika 
mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih 
kurang daripada itu."20(HR. Bukhari) 
الىَِّي بَّنلاَِّنَأِ(ِ:ِاَمُه ْ نَعُِهَّللاَِي  ضَرَِرَمُعِ  نْباِ  نَعَوَِِعَطَقِ:لسوِه لعِه عا
ٍِنَج مِي ف):َ  هَارَدَُِةثَلََثُِهُنَمَثِ،ِِ ِه َْلَعٌِقَفَّ تُم  
 
 
                                                          
19Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 114. 
20Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, Ter. Machfuddin (Semarang: Karya 






 “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. memotong 
tangan pencuri perisai yang harganya sampai tida dirham”21(HR. Bukhari 
dan Muslim) 
c. Hukum Pidana Islam 
Sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam terbagi 
berdasarkan kadar atau nilai barang yang diambil, yaitu: 
1) Pencurian yang harus dikenai sanksi 
Pencurian yang harus dikenai sanksi ialah pencurian yang dilakukan oleh 
seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi karena 
syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak 
dikenakan hukuman had, tetapi dikenai sanksi.22 
2) Pencurian yang harus dikenai had 
Pencurian yang dapat dikenai had adalah pencurian yang dilakukan 
dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman had telah terpenuhi. Ancaman 
hukuman pada pencurian ini adalah hukum potong tangan. 
Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis 
ulama' madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan 
kanan pencuri pada pergelangan tanganya. Apabila ia mencuri untuk kedua 
kalinya  maka  ia  dikenakan  hukum  potong  kaki kirinya.  Apabila  ia  mencuri 
untuk tiga kalinya maka para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Abu 
                                                          
21Alhafizh Ibn Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, h. 637. 
22Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Nabhan Husein, (Bandung: Maarif, 
1984), h. 214. 
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Hanifah,  pencurian  tersebut  dikenai  hukuman  ta'zir  dan  dipenjarakan, 
sedangkan  Imam  yang  lainnya,  yaitu  menurut  Imam  Malik,  Imam  Ahmad, 
dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan kirinya, apabila 
pencuri  itu  masih  mencuri  yang  keempat  kalinya  maka  dikenai  hukuman 
ta'zir dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.23 
Berdasarkan ayat Alquran secara tegas mengungkapkan hukuman terhadap  
pelanggaran  pidana  pencurian,  yaitu  potong  tangan  dengan syarat sebagai 
berikut: 
a) Nilai harta  yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab yaitu kadar harta 
tertentu yang diterapkan sesuai dengan undang-undang 
b) Barang curian dapat diperjual belikan. 
c) Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal. 
d) Pencuri usianya sudah dewasa 
e) Perbuatan dilakukan atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lai. 
f) Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi 
g) Pencuri  melakukan  perbuatannya  bukan  karena  memenuhi kebutuhan 
pokok 
h) Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluara dekatnya 
(muhrim) 
i) Pencuri  bukan  pembantu  korbannya.  Jika  pembantu  rumah  tangga 
mencuri perhiasannya 
                                                          




j) Ketentuan  potong  tangan,  yaitu  sebelah  kiri.  Jika  ia  masih melakukan 
untuk yang kedua kali yang harus dipotong adalah kaki kanannya, dan 
seterusnya.24 
Apabila syarat di atas tidak terpenuhi maka tidak dapat dijatuhi hukuman potong 
tangan. 
3) Hukuman ta’zir 
Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dapat dikenai 
hukuman  ta’zir,  pengertian  ta'zir  ialah  memberi  pengajaran  (At-Ta'dib). 
Tetapi untuk hukum Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. 
Syara'  tidak  menentukan  macam-  macamnya  hukuman  untuk  tiap-tiap 
jarimah  ta'zir,  tetapi  hanya  menyebutkan  sekumpulan  hukuman,  dari  yang 
seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim 
diberi  kebebasan  untuk  memilih  hukuman-hukuman  mana  yang  sesuai 
dengan macam-macam jarimah ta'zir  serta  keadaan si pembuatnya juga. Jadi 
hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas-batas tertentu. Maksud 
pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada para penguasa  ialah  
agar  mereka  dapat  mengatur  masyarakat  dan  memelihara kepentingan-
kepentingannya,  serta  bisa  menghadapi  sebaik-  baiknya terhadap  keadaan  
yang  mendadak.  Perbedaan  antara  jarimah  ta'zir  yang ditetapkan  oleh  para  
penguasa,  ialah  kalau  jarimah  ta'zir  pertama  tetap dilarang  selama-lamanya  
dan  tidak  mungkin  akan  menjadi  perbuatan  yangtidak dilarang kapan pun 
juga. Akan tetapi jarimah ta'zir  kedua bisa menjadi perbuatan  yang  tidak  
dilarang  manakala  kepentingan  masyarakat menghendaki demikian.25 
                                                          
24Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 67. 
25Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 9 
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Adapun bentuk dan macam-macam hukuman ta'zir adalah: 
a. Hukuman Jilid 
Hukuman  Jilid  merupakan  hukuman  pokok  dalam  syari'at  Islam, 
dimana untuk jarimah-jarimah  hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus  
kali  untuk  zina  dan  delapan  puluh  kali  untuk  qadzaf  untuk jarimah-jarimah  
ta'zir  tidak  tertentu  jumlahnya.  Bahkan  untuk  jarimah-jarimah ta'zir  yang 
berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan. Adapun sebab-sebab  diutamakannya  
hukuman tersebut dikarenakan lebih banyak  berhasil  dalam  memberantas  
orang-orang  penjahat  yang biasa  melakukan  jarimah atau  tindak  pidana, 
hukuman  jilid mempunyai  dua  batas,  yaitu  batas  tertinggi  dan batas  terendah  
dimana hakim  bisa  memilih  jumlah  Jilid  yang  terletak  antara  keduanya  yang 
lebih  sesuai  dengan  keadaan  pembuat, dari  segi  pembiayaan pelaksanaannya  
tidak  merepotkan  keuangan  negara  dan  tidak  pula menghentikan  daya  usaha  
pembuat  ataupun  menyebabkan terlantar, sebab hukuman jilid  bisa dilaksanakan 
seketika dan sesudah itu  pembuat  bisa  bebas, dengan  hukuman  jilid  pembuat 
dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusak akhlak serta  
kesehatan  dan  membiasakan  sikap  mengaggur  serta  bermalasmalasan.26 
b. Hukuman Kawalan (penjara kurungan) 
Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu: 
1)  Hukuman Kawalan Terbatas 
Batas  terendah  bagi  hukuman  ini  ialah  satu  hari,  sedang  batas  
setinggi-tingginya  tidak  menjadi  kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah  
                                                          
26Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 306. 
49 
 
menetapkan batas tertinggi, yaitu satu tahun, karena mereka mempersamakannya 
dengan pengasingan dalam jarimah zina.27 
2) Hukuman kawalan tidak terbatas 
Hukuman  kawalan  ini  tidak  ditentukan  masanya  terlebih  dahulu,  
melainkan dapat  berlangsung  terus  sampai  terhukum  mati  atau  taubat  dan  
baik  untuk pribadinya. 40 Orang  yang  dikenakan  hukuman  tersebut  ialah  
penjahat yang berbahaya atau orang-orang yang berulang kali melakukan  
jarimah-jarimah  yang berbahaya,  atau  orang-orang  yang  tidak  tegas  dijatuhi  
hukuman-hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, 
penganiayaan atau pencurian 
c. Hukuman Ancaman (tahdid), Teguran (tanbih) dan Peringatan 
Ancaman  juga  merupakan  salah  satu  hukuman  ta'zir,  dengan  syarat  
akan membawa  hasil  dan  bukan  ancaman  kosong.  Antara  lain  dengan  
ancaman  akan dijilid  atau  dipenjarakan  atau  dijatuhi  hukuman  yang  lebih  
berat,  jika  pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk  ancaman  juga,  
apabila  hakim  menjatuhkan keputusannya, kemudian menunda pelaksanaannya 
sarnpai waktu tertentu. Teguran juga  merupakan-  hukuman  ta'zir,  kalau  
pembuat  juga  dijatuhi  hukuman  tersebut. Hukuman  tersebut  pernah  
dijatuhkan  oleh  Rasulullah  saw.  terhadap  sahabat  Abu Zarr yang memaki-
maki orang lain, kemudian dihinakan dengan menyebut-nyebut ibunya. Dan 
teguran untuk Abdurrahman bin Auf yang juga memaki-maki seorang hamba 
                                                          
27Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, h.  308. 
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biasa. Hukuman peringatan  (alwa'dhu)  juga ditetapkan dalam syari'at Islam 
dengan jalan memberi nasehat.28 
Ada  hukuman  yang  lebih  ringan  daripada  itu,  yaitu  disiarkannya  
nama pembuat atau dihadapkannya ke muka pengadilan. Pada masa dahulu 
penyiaran din pembuat diadakan dengan jalan  memanggil-manggil  namanya  
dipasar-pasar atau ditempat tempat umum. Akan  tetapi  pada  masa  sekarang  
penyiaran  tersebut diadakan dengan jalan  mengumumkan  keputusan  hakim  di  
surat-surat  kabar  atau ditempat- tempat umum. 
d. Hukuman Pengucilan (al Hajru) 
Di  antara  hukuman  ta'zir  dalam  Syari'at  Islam  ialah  pengucilan  
sebagai hukuman terhadap istri yang dinyatakan dalam firman Allah pada surah 
An Nisa ayat 38. Rasulullah saw. pernah  menjatuhkan hukuman pengucilan 
terhadap tiga orang  yang  tidak  ikut  serta  dalam  perang  Tabuk,  yaitu  Ka'ab  
bin  Malik, Mirarah  bin  Bai'ah  dan  Hilal  bin  Umayah.  Mereka  dikucilkan  
selama  lima puluh hari tanpa diajak bicara 
e. Hukuman Denda (al-Gharamah)  
Hukuman  denda  ditetapkan  juga  oleh  Syari'at  Islam  Antara  lain, 
mengenai  pencurian  buah  yang  masih  tergantung  dipohonnya  yang  didenda 
dengan dua kali lipat harga buah tersebut.29 
Secara sederhana hukuman bagi pelaku pencurian yaitu hukum potong 
tangan sesuai pada firman Allah swt. dan hadis Rasululla saw. namun apabila 
                                                          
28Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 315 
29Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 315 
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syarat-syarat hukum potong tangan tidak terpenuhi maka diberikan hukuman 
pengganti yaitu hukuman ta’zir. 
D. Status Hukum Kleptomania Dalam Hukum Islam 
Di dalam hukum Islam terdapat yang namanya hukum pidana atau sering 
disebut dengan fikih jinayah, fikih jinayah memuat ketentuan hukum mengenai 
tindak pidana atau perbuatan kriminal yang meliputi pencurian, pembunuhan, 
zina, menganiaya dsb. Objek dari fikih jinayahialah perbuatan mukallaf (yang 
dapat dibebani hukum). 
Islam memang melindungi hak harta karena harta merupakan bahan pokok 
untuk hidup, seperti yang terdapat dalam dharuriyyatul khams(tujuan hukum 
Islam) yaitu  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sesuai pada 
firman Allah swt.QS. Al Baqarah/2:188 
                        
                     
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil dan 
janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu 
dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kalian mengetahui.”30 
Dengan demikian artinya mengambil barang orang lain merupakan 
perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Apabila unsur-unsur pencurian 
terpenuhi maka dapat dijatuhkan hukuman. Pencurian masuk ke dalam perbuatan 
pidana yaitu dengan mengambil barang atau harta orang lain dengan cara 
sembunyi-sembunyi dan dijatuhi human berupa hukam had atau ta’zir, namun ada 
                                                          
30Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 30. 
52 
 
pencurian yang berbeda dari biasanya, unsur pencurian telah terpenuhi namun 
motif dan perlakuan atas barang selanjutnya berbeda dengan pencuri pada 
umumnya yaitu kleptomania. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 
bahwa kleptomania ialah suatu gangguan mental yang penderitanya mempunyai 
kegilaan mencuri yang timbul dari dalam diri yakni berupa dorongan atau impuls 
yang terus-menerus. Kegagalan dalam menahan dorongan membuat penderitanya 
melakukan pencurian.  
Perbuatan kleptomania termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum 
yaitu dengan mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi hal 
ini disebut dengan pencurian, yang mana pencurian di dalam hukum Islam jelas 
hukumannya. Hukuman pokok bagi pelaku pencurian dalam hukum Islam yaitu 
hukum potong tangan sesuai pada surah Al Maidah ayat 38. Selain hukum potong 
tangan, terdapat juga hukuman yaitu berupa hukuman ta’zir. Sesuai pada 
pembahasan sebelumnya. 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kleptomania dengan 
seluruh aspeknya serta perbedaan antara pencuri karena pengidap kleptomania 
dengan pencuri pada umumnya, yaitu kleptomania atau kadang disebut curi 
patologi merupakan tindakan menyimpang dengan mengambil barang atau benda 
milik orang lain yang disebabkan oleh impuls atau dorongan yang kuat dan 
menurut literaur yang ada, dorongan tersebut tidak dapat ditolak, apabila 
dorongan tersebut tidak terpenuhi maka terjadi kecemasan yang berlebihan. 
Kleptomania akan merasa cemas dan gugup saat melakukan pencurian, namun 
setelah berhasil mengambil barang yang diincarnya maka terjadi kepuasan walau 
setelah itu ia sadar bahwa perbuatannya salah dan akan merasa bersalah telah 
mengambil barang tersebut. Selain itu, barang yang dicuri terkadang tidak 
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memiliki nilai ekonomis dan cenderung barang yang diambil adalah barang yang 
tidak ia gunakan atau perlukan.Dalam rana psikologi abnormal, kleptomania 
masuk dalam jenis neurosis obsesif kompulsif yang mana obsesi untuk mengambil 
barang (mencuri) disebabkan oleh kompulsif atau keinginan dari dalam diri yang 
sulit untuk diatasi.Barang yang diambil biasanya hanya diletakkan dalam sebuah 
tempat atau bahkan dilupakan begitu saja. Kleptomania masuk ke dalam penyakit 
gangguan pengendali impuls bukan gila. Orang gila tidak dibebankan hukuman 
namun dimaafkan dan diberikan penghapusan hukuman, sesuai pada alasan 
penghapusan hukuman yaitu: 
a. Paksaan (daya paksa) 
b. Gila 
c. Dibawah umur.31 
Jadi orang gila tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebab tidak dapat 
dikategorikan sebagai mukallafatau sehat akalnya. 
Terkait dengan orang yang kurang sehat akalnya, menurut hemat peneliti 
bahwa pelaku pencurian yang dilakukan oleh kleptomania terbebas dari hukuman 
had atau potong tangan, sebab seseorang dengan kleptomania dianggap sebagai 
orang yang kurang sehat akalnya atau dalam hal ini mengalami gangguan mental.  
Menurut peneliti meskipun kleptomania memenuhi  unsur pencurian, 
namun tetap tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan atau had sebab 
kleptomania masuk ke dalam gangguan pengendalian impuls. Kleptomania 
terpaksa melakukan pencurian untuk memenuhi dorongan dari dalam diri. 
Menurut peneliti hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang 
                                                          
31Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Cet. V; Jakarta: PT Bulan Bintang, 
1995), h. 353. 
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dilakukan oleh kleptomania ialah hukuman kawalan tidak terbatas yaitu ini  tidak  
ditentukan  masanya  terlebih  dahulu,  melainkan dapat  berlangsung  terus  




PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH KLEPTOMANIA 
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif 
1. Definisi Tindak Pidana 
Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dalam bahasa Jerman 
disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda 
disebut delict. Dalam kamus besar bahasa Indoonesia, arti delik diberi yaitu 
“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran 
terhadap undang-undang; tindak pidana.”1 
Ada berbagai istilah untuk tindak pidana mencakup kejahatan dan 
pelanggaran, antara lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, 
criminal act, dsb. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana.2 
A. Ridwan Hamlim menggunakan istilah delik untuk terjemahan 
starbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang 
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.3 
Sedangkan Moeljatno memberikan definisi tindak pidana semakna dengan 
perbuatan pidana, namun kata “tindak” menyatakan keadaan konkret sebagaimana 
halnya dengan peristiwa dan tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti 
                                                          
1Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), h. 7. 
2Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penrapan Syari’at Islam Dalam 
Konteks Modernitas, h.123. 




perbuatan. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau tingkah laku 
jasmania. Istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam 
penjelasannya selalu dipakai kata perbuatan.4 
Dari pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana 
atau delik merupakan perbuatan tidak patuh terhadap hukum, artinya perbuatan 
yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dari perbuatan tersebut akan 
dikenakan sanksi sebagai pertanggung jawaban. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak 
bersifat melawan hukum. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang 
terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut 
doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan 
unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind i 
s guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak 
ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or 
schuld). Pada umunya para pakar telah menyetujui nahwa “kesengajaan terdiri 
dari tiga yaitu” 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbwustzijn) 
                                                          
4Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 55. 
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3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua yakni: 
1) Tak berhati-hati 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
b. Unsur Obejektif 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
b) Omission, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan 
itu bertentangan dengan hukum , yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur deliktersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak 
terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.5 
                                                          
5Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, h. 9. 
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Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut dengan 
tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidanya. 
Unsur-unsur tersebut terdiri dari: 
a. Obejktif, yaitu sutau tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum 
dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. 
Yang dijadikan titik utama dari pengertian, objektif disini adalah 
tindakannya. 
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau 
beberapa orang).6 
Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur 
subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: 
“yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala terkandung di dalam hatinya. Sedang yang 
dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang berhubungan 





                                                          
6R Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta : Rajawali Pres, 
2010), h. 175.  




B. Pencurian Dalam Hukum Positif 
1. Definisi Pencurian 
Secara etimologi  pencurian  berasal  dari  kata  curi  yang mendapat 
awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil  milik orang lain 
tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyisembunyi.8 
Pencurian berasal dari kata curi yang berarti mengambil barang milik 
orang lain tanpa izin atau tidak sah dan biasanya secara sembunyi-sembunyi. 
Sementara pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri.9 
Kata  pencurian  sudah  tidak  asing  lagi  terdengar,  namun  kata  
pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa 
mengambil milik orang  lain  tanpa  izin  atau  dengan  cara  yang  tidak  sah  
dengan  maksud  untuk dimiliki secara melawan hukum.10 
Menurut Pipin Syarifin pencurian berasal dari kata curi artinya mengambil 
secara diam-diam , sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri 
berarti mengambil barang orang lain secara tidak sah. Pencurian berarti perbuatan 
atau perkara tentang mencuri dan orang yang melakukan pencurian disebut 
pencuri.11 
                                                          
8Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2005), h. 225. 
9Departemen Pendidikan, Kamus Besar, h.1195. 
10Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete 
Edition, (Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014) h. 312. 
11Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.97. 
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Sementara menurut KUHP, pencurian adalah perbuatan mengambil suatu 
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus ribu rupiah.12 
Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dan juga merupakan 
salah satu kejahatan yang dimuat dalam buku kedua KUHP yang diatur dalam 
BAB XXII KUHP pada Pasal 362-367 KUHP. 
2. Unsur-unsur Pencurian  
Apabila dirinci rumusan pengertian pencurian  yang tercantum pada Pasal 
362 KUHP  diatas maka terdiri atas unsur – unsur yaitu : 
a. Unsur Obyektif 
1) Perbuatan mengambil. 
2) Barang. 
3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
b. Unsur Subyektif 
1) Adanya maksud. 
2) Untuk memiliki. 
3) Dengan melawan hukum.13 
Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Lamintang, tindak pidana 
pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP 
tersebut terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. 
 
 
                                                          
12Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, h.97. 
13S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Gunung Mulia, 
1983), h. 590. 
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a. Unsur subyektif 
Met het oogmert om het zich wederrehtelijk toe te eigenen atau dengan 
maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum 
b. Unsur obyektif 
1) Hijk atau barang siapa  
2) Wegnemen atau mengambil 
3) Eeniggoed atau sesuatu benda 
4) Dat geheel of gedeeltelijk aaneen toebehort atau yang sebffeagian atau 
yang seluruhnya kepunyaan orang lain.14 
Unsur-unsur tindak pidana penurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP. 
Seperti telah diketahui unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatir 
dalam pasal 362 KUHP itu iala hijk tersebut menunjukan orang, yang apabila ia 
memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka 
karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling lama selama-lamanya lima tahun atau pidana denda 
setinggi-tingginya sembilan ratus ribu rupiah.15 
Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 
mengambil dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam 
kata mengambil sudah tersimpul pengertian sengaja maka undang-undang tidak 
menyebutkan dengan sengaja mengambil. Kalau kita mendengar kata mengambil 
maka pertama terpikir oleh kita adalah membawa suatu barang dari suatu tempat 
ke tempat lain. Perbuatan mengambil tidak cukup apabila si pelaku hanya 
                                                          
14Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 1. 
15Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, h. 8. 
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memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan 
sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya.16 
Kaitannya dengan unsur mengambil, Moch. Anwar mengemukakan 
pendapatnya tentang mengambil dari tindak pidana pencurian yaitu unsur 
mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Mengambil pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat 
semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang 
nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada 
di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada 
diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak 
perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik.17 
Unsur mengambil menurut Lamintang yaitu perlu diketahui bahwa baik 
undan-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang 
dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-
hari kita kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni 
a. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada 
b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain 
Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai 
pendapat tentang kata mengambil tersebut.18 
Unsur mengambil menurut menurut Simons, mengambil itu ialah 
membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa 
benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaan yang nyata, dengan kata 
lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersbut harus belum 
                                                          
16Hermien Hadiati Koeswadji, Delik Harta Kekayaan, Asas-asas Kasus dan 
Permasalahan, (Cet I; Surabaya: Sinar Wijaya 1984) h. 20. 
17Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), h. 17. 
18Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan, (Cet I; 
Banudng: Sinar Baru, 1989), h. 12. 
63 
 
berada dalam penguasaannya.19 Karena tindak pidana pencurian yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka 
tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu 
segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang 
dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.20 
Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana pencurian yan diatur dalam Pasal 
362 KUHP itu adalah eenig goed atau suatu benda. Kata goed atau benda itu oleh 
para pembentuk Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia 
dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja 
melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti 
pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain-lain.21 Pada waktu Pasal 
362 KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata goed yang 
terdapat di dalam rumusannya, semata-semata sebagai stoffelijk en reorend god 
atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan.22 
Tentang pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain terhadap pengertian tersebut, Moch. Anwar yaitu pengertian barang 
telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang brwujud menjadi 
setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan 
sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). 
Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. 
Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai 
nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan 
orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi 
                                                          
19Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan, h. 13. 
20Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan, h. 15. 
21Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan, h. 16. 
22Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan, h. 17. 
64 
 
adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat 
menjadi obyek pencuian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nellius dan res 
derelictae.23 
Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu 
yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak 
bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena 
dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi 
terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah,  gedung dan 
sebagainya.24 
Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, 
Simons mengatakan bahwa segala sesuatu yang merupakan dari harta kekayaan 
(seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak 
pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta 
kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidanana 
pencurian itu hanya benda-benda yang hanya ada pemiliknya saja.25 
C. Dasar Hukum Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 
Pencurian merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, baik di dalam 
hukum Islam maupun hukum positif. Di Indonesia marak terjadi pencurian dan 
pencurian diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab 
XXII yaitu: 
1. Pasal 362 
                                                          
23Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, h. 18. 
24R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus, (Bogor: 
Politea, 1984), h. 118. 
25Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan, h. 21. 
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Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melwan hukum, 
diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. 
2. Pasal 363 
Pada ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
 pencurian ternak 
 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal hara, pembertontakan 
atau bahaya perang. 
 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumahatau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak 
diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak 
 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 
 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu 
Pada ayat (2) Jika pencuri yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. 
3. Pasal 364 
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan  dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak 
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dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika 
harga barang yang dicuri tidak lebih dari  dua ratus lima puluh rupiah, diancam 
karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 
sebesar sembilan ratus rupiah 
4. Pasal 365 
Pada ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang dengan ancaman maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal lain tertangkap tangan , untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai 
barang yang dicuri. 
Pada ayat (2) diancam pidana paling lama dua belas tahun: 
 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta 
api 
 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 
 jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 
memanjat atas dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu 
 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 
pada ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun 
Pada ayat (4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun , jika perbuatan 
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mengakibatkan luka berat atas kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu, disertai pula oleh sa;ah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 
dan 3 
5. Pasal 366 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan 
dalam pasal 362 , 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 
35 No 1-4 
6. Pasal 367 
Pada ayat (1) jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam 
bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah 
meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan , maka terhadap pembuat atau 
pembantu ini tudak mungkin diadakan tuntutan pidana 
Pada ayat (2) jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang 
atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, 
baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang 
itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduhan jika terkena 
kejahatan 
Pada ayat (3) jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan 
oleh orang lain daripada bapak akndung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas 
berlaku juga bagi orang tua.26 
 
 
                                                          
26Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Cet. XV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 143 
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D. Status Hukum Kleptomania Dalam Hukum Positif 
Hukum pidana menurut Sudarto ialah nestapa yang diberikan oleh Negara 
kepada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum 
pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.27 Nestapa yang diberikan 
merupakan hukuman yang diberikan atas perbuatan tindak pidana yang telah ia 
perbuat. Di dalam hukum pidana mengartur banyak hal termasuk pencurian. 
Pencurian dalam hukum positif diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana 
(KUHP) pada bab XXII. 
Pencurian merupakan salah satu tindakan merugikan pihak lain sebab 
mengambil barang atau kepunyaan orang lain. Seseorang yang melakukan 
pencurian akan dipidana sesuai dengan putusan hakim dengan merujuk pada pasal 
tentang pencurian yaitu pasal 362-367 KUHP, berikut isi dari pasal 362 yaitu: 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melwan 
hukum, diancam  karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.” 28 
 aturan yang terdapat di dalam KUHP tersebut tidak ada yang membahas tentang 
pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania. peneliti berharap untuk 
kedepannya ada pembahasan mengenai pencurian yang dilakukan karena adanya 
dorongan dari dalam diri atau karena penyakit sejenis kleptomania. 
Kleptomania merupakan tindakan mengambil barang orang lain demi 
memuaskan atau memenuhi dorongan tersebut. Perbuatan kleptomania memenuhi 
unsur pencurian yaitu dengan adanya perbuatan mengambil barang sebagian atau 
                                                          
27Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, h. 191. 
28Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Cet. XV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 143 
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seluruhnya milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki dengan melawan 
hukum.29  
Kegagalan dalam menahan dorongan dikategorikan sebagai orang yang 
yang mengalami gangguan pengendali impuls. Kleptomania masuk ke dalam 
psikoneurosis yaitu gangguan jiwa dalam taraf ringan, pengidapnya bisa 
melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang normal. Kleptomania tidak dapat 
dikatakan gila sebab ia sadar pada saat mengambil barang orang lain (melakukan 
pencurian). Selain itu, kleptomania juga dapat disembuhkan melalui terapi dll. 
Meskipun kleptomania merupakan gangguan mental, akan tetapi unsur 
dari pencurian terdapat di dalam perbuatannya. Menurut peneliti sanksi yang 
dapat dikenakan oleh pencurian yang dilakukan oleh kleptomania ialah sesuai 
pada pasal 362 KUHP yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda 
paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. 
                                                          
29S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Gunung Mulia, 






1. Kleptomania ialah perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud 
ingin dimiliki, perbuatan tersebut terjadi karena kegagalan dalam menahan 
impuls atau dorongan. Kleptomania termasuk kedalam psikoneurosis yang 
gangguan kejiwaannya pada taraf rendah.  
2. Dalam perspektif hukum  Islam, pengidap kleptomania tidak dapat 
diberikan hukum potong tangan sebab kleptomania dianggap sebagai 
orang yang kurang sehat akalnya, hukuman yang sebaiknya diberikan ialah 
hukum kawalan terbatas sebagai efek jera 
3. Hukum positif memberikan sanksi bagi pelaku pencurian yang dilakukan 
oleh kleptomania sesuai dengan pasal 362 KUHP, meskipun kleptomania 
merupakan penyakit psikologi namun unsur pencurian terpenuhi di dalam 
perbuatannya. 
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Implikasi dari penelitian ini ialah:  
1. Perlunya perhatian lebih terhadap penderita kleptomania terkhusus pada 
keluarga, mengingat salah satu penyebab kleptomania ialah kurang 
mendapatkan perhatian 
2. Hukum positif perlu membahas mengenai kleptomania,  
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh 
kleptomania. 
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